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BUPATI BANTAENG

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 324 Tawun. pook

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
SMK NEGERI 2 BANTAENG

BUPATI BANTAENG

bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah
Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang
Pemerintahan Daerah meliptiti antara lain kewenangan
di bidang pendidikan;
b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2
ayat (2) huruf b Peraturan pPemerintah Nomor 25
Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang ‘
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggarian Persekolahan Bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah; |
. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan |
dapat mencapai hasil secara optimal dipandang periu
menetapkan Keputusan Bupati Bantaeng tentang

Pendirian Sekolah.

Menimbang @ a.

Undang-Undang  Nomor 29  Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Sulawesi,

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

Mengingat ;1.
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Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Tembusan Yth :

. Dirjen Dikdasmen di Jakarta

. Kepala Dinas Pendidikan Naslonal Prop. Sulawesl Selatan di Makassar
_ Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng

Kepala Dinas Pendidikan Naslonal Kab. Bantaeng di Bantaeng

Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Bantaeng di Bantaeng

PLALNE

Arsip.-

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1998;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah
Kejuruan;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Mendirlkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

Kabupaten Bantaeng

: Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan SMK Negeri 2

Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama diatas dibebankan sepenuhnya pada APBD
Kabupaten Bantaeng.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

berlaku surut mulai tanggal 12 Desember 2004

Ditetapkan di BANTAENG

Pada tanggal # Jt’/‘"”é" 200E.

1"~ . -prs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.
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FEMERINTCAH KARUPATEN BAN TAENG
DINAS PENDIDI KAN NASICONAL

* -
. / B Y il sigic. BAHTAFNG

KLPUTUSAN KEPALA DINAY PENIDIKAMN NASIONAL KABUPATEN
BANTALENG
NOMOR - 182 TAI 1N 2005
TENTANG
PEMBERTAN E/IN OPERASIC AL SMK NEGERI PERIKANAN NAN
FELALTTAN KABL PATEN BANTAENG

KifPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbany, .. Bahwa salab satu program peningkatan kwalilas Sumber
Daya  Manusio  yang, disinerjikan  dengan program
Dircktorat  Pendidikan Menengah  Kejuruan melalui
peadirian SMK pPerikanan Dan Kelaulan.. Jipandang perlu
menyelenggarakin pendidikan kejurvon  khususnya
Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan Dan Kelautan i
Kabupaten Bantaeng,

b, Bahwa untuk memenuhi maksud sepertt tersebul dialas
dipandony, pertu. menerbitkan izin operasional Sckalah
Menengah Kejuruan Perikanan Dan Kelautan Negeri
Kabupaten Bantaeng

Undang, - Undang Nomor 29 ‘Tahun 1959 Tentany,

Pembentukan Daerahy Dacrah Tingkal 11 di Sulawesi ;

2. Undang - Undang, Nomar : 20 ‘Tahun 2003 Tentang, Sistem
Pendidikian Nasional ;

1. Undang, - Undang, Nomor @ 32 Tahun 2004 Tentang,
Pemerintahan Davraly;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentany
Perimbangan Keuangan anlara Pemerintahan Pusat doan
1Yacrah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor @ 29 Tahun 1990 Tenlang,
Pendidikan Menengah

o, Sural Keputnsan Direklor Pendidikan Menengah Kejuruan
Nomor 0021a/C5.5/KEP/MN/2003 Tentang Penclapan
lokasi unil Scholah baru Sekolah Menengah Kejuruan
(URBESMEK) tahap T tahun 2003

S DPeraturan Dacrah Kabupaten Bantaeng, Nomor 10 Tahun

2004 ‘Tentany, Penctapan Struktur Organisasi | Dinas

Pendidikan N asional Kabupaten Banlaeng.

Mengingal R
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Memperhatiban [ Propesal fem Operasional SMK Negen Pertkanan Dan
Kelawtan Moo HIRZA223/5MEK PK/IV/05 tanggal 28
Aaret 2005 Tentany, Penpajuan 12 Operasional,

; MEMUTUSKAN

|
i Maetaphan
FLREAMA Meneeabiban berdimya “aholal Menengab - Keurian
Perhanan Dan Kelartan Negeni Kabupuiten Bantaeny,
5 KiDUA C Membenhan 2 Operasional hepada Seholah Menengah
1 Kejuruan Perikanan Dan Kelautan Negeri Bantaeng,
KITHGA ©otepala Baya yang timbul - akibat  ditelapkannya  izin
operasional ini dibebankan kepada Anggaran yang, relevan
KEEMPAT ¢ Sural Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan.
b
] Ditetapkan  Di Bantaeng,
' Tanggal. 2 April 2005
PR ATRE PN

e AQBUPATI BARMENG
§ PENDIDIKAN NASIONAL
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P Nip : 010 057 236

{embusan dvsampadkan Kepada Yih -

1. Menten Vendidikan Nasional

2. Sohertans jenderal Depantemen Mendidikan Nasiona!

3 dnspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;

4 ODirektorat jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah ;

5. Deroktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi- Selatan
7. Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Negeri Bantaeng ;

8 Arsip
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